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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi
Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang”. Perlindungan anak merupakan
segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya
bisa hidup, tumbuh dan berkembang maupun berpartisipasi, baik secara optimal
sesual dengan ketentuan harkat dan martabat kemanusiaan, maka dari itu penulis
memfokuskan rumusan masalah yang pertama. bagaimana bentuk perlindungan
hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana di Kota Palembang
dan yang kedua, apa saja faktor-faktor vang mempengaruhi Kepolisian Resort Kota
Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus
saksi dalam tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode vuridis
empiris dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
anak korban sekaligus saksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak di wilayah Kota Palembang, setelah itu dilakukan penarikan
kestimpulan secara induktif. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk
perlindungan hukum vang diberikan terhadap anak korban sekaligus saksi dalam
tindak pidana kekernsan adalah rehabilitasi, perlindungan identitas dari publik,
mendapatkan perlindungan kesehatan, mendapatkan pendampingan, mendapatkan
perlindungan dan ancaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor
Kota Palembang dalam melakukan perlindungan adalah faktor dari masyarakat,
faktor dalam diri korban dan saksi itu sendin serta kebudayaan masyarakat,

Kata Kunci: Anak, Korban, Saksi, Perlindungan hukum.
Palembang, Januari 2019
Disetwyui oleh,

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti SH., M. Hum
NIP. 197711032008012010

9181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

181991012001
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umum.

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat,
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak
asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-

Undang Dasar 1945.*

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”.2

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi
penerus bangsa dan penerus pembangunan, Vyaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai  subjek pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak

'Penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan

2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297, Pasal 1 Angka 1,

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



terkecuali Indonesia.® Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi
potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 B ayat (2) secara tegas mengenai hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu
adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian
hukum perlu di usahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak
dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.’

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak
merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan
sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya
anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka

akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya

*Nashriana, 2014,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT Rajawali,
Grafindo Persada, Jakarta, him. 1.

“Ibid .

> Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Perssindo, Jakarta, him. 222.



Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan

eksistensi dan kejayaan bangsa.®

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih
menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya,
masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang,
pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap
seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau
mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa
anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya
perkembanagan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau
psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai
upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi
anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.’

Setiap anak yang dilahirkan sudah mempunyai hak, sehingga tidak
ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi
anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB,

Deklarasi PBB Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di

® Suhendra Kurniawan Nur, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua”, Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Hukum
Universitas Lampung, him. 2.

"Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, him. 1.



Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB

Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.®

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang
khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang

secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama yaitu:®

a. Mendapat jaminan sosial termassuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan
kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika
mereka cacat.

b. Tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa
aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua
mereka sendiri.

c. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan,
kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke

dalam bentuk diskriminasi.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah
perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik
kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan, kesehatan

maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui

8 Koesparmo Irsan, 2009, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta,
him. 63.

°Shanty Dellyana, 2004,Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, him.
5.



terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat
sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*°

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan
perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga
perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat
dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator
pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam
menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak
hak asasi manusia terutama anak.*!

Tri Widayatsi menjelaskan, “Angka tindak kekerasan terhadap anak
di Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir
masih cukup tinggi yaitu mencapai diatas 100 kasus. Kasus kekerasan
terhadap anak diperkirakan lebih banyak lagi, kondisi ini perlu segera

dicarikan solusinya sehingga tahun-tahun mendatang angkanya dapat

% paulus Hadi Suprapto, 2008,Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,
Bayumedia Publishing, him. 162.

Ayu Nadia Maryandani, 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban
Penelantaran oleh Orangtua berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Bandar Lampung,him. 6.



diminimalkan. Data kasus tingkat kekerasan terhadap anak itu diperoleh
dari kejadian yang terungkap melalui media massa, dan pengaduan
masyarakat yang peduli terhadap korban yang mendapat perlakuan kurang
manusiawi dari keluarga dan orang tuanya. Kasus tindak kekerasan
terhadap anak itu ada yang ditindak lanjuti dengan cara kekeluargaan dan
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak kekerasan
pada anak selama ini angkanya terus meningkat karena korbannya takut
sehingga terkesan membiarkan pelakunya melakukan tindak pelanggaran
hukum itu. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah saatnya diberi
pelajaran, bagi keluarga atau masyarakat yang berada disekitar tempat
tinggal korban diharapkan membantu melaporkan tindakan pelaku
kejahatan itu kepada aparat kepolisian terdekat. Dengan perlawanan seriu
dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, diharapkan kedepan
jumlah korban tindak kekerasan terhadap anak di Palembang ini bisa

diminimalkan”.*?

Kekerasan terhadap anak bukan lagi merupakan rahasia umum, tetapi
sudah menjadi isu global yang kerap terjadi. Salah satu contoh kekerasan
terhadap anak adalah Peristiwa yang terjadi di Jalan Lettu Kadir tepatnya

di Parkiran HSP, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus,

Republika, ~ Kasus  Kekerasan  Terhadap Anak di  Palembang  Tinggi,
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/26/p4rbti366-kasus-kekerasan-anak-di-
palembang-tinggi, di akses pada Selasa 4 September 2018, pukul 23.47 WIB.



https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/26/p4rbti366-kasus-kekerasan-anak-di-palembang-tinggi
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/26/p4rbti366-kasus-kekerasan-anak-di-palembang-tinggi

Palembang. Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas,
bermula saat saksi korban Anggi Ariansyah bin Kodri di parkiran HSP di
Jalan Lettu Karim Kadir Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Palembang,
bersama dengan teman-teman saksi korban yaitu saksi Indra Saputra Bin
Asrikin dan saksi Deno Rindika Bin Yonandi sedang bercanda dan
bersenda gurau, kemudian saksi korban mengeluarkan suara ayam yang
berbunyi “kukuk kukuk kukuk” lalu tiba-tiba melintas terdakwa di
belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa merasa tersinggung kepada
saksi korban yang sedang berkukuk seperti suara ayam, lalu terdakwa
langsung mengeluarkan 1 (satu) obeng dari saku celana panjang sebelah
kanan terdakwa dan langsung menikam obeng tersebut kearah kepala
saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga meninju kepala
belakang saksi korban sebanyak tiga kali. Setelah itu saksi korban merasa
sakit dan mengeluarkan darah dikepalanya, lalu saksi korban langsung
menyelamatkan menuju rumah saksi korban untuk meminta pertolongan
pertama, kemudian saksi korban diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit
tingkat Il Dr. AK. Gani untuk melakukan pengobatan, sedangkan
terdakwa setelah melakukan perbuatan langsung melarikan diri. Akibat
dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban Anggi Ariansyah Bin Kodri
mengalami luka robek pada belakang kepala dengan ukuran dua

sentimeter dan bengkak yang disebabkan trauma dengan benda tajam



sesuai dengan visum Et Repertum Nomor: R/246/VER/XI11/2016 tanggal
28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga Emergency
yaitu dr. Rizki Nanda pada Rumah Sakit Tingkat Il Dr. AK Gani

Kesehatan Daerah Militer 11/ Sriwijaya.*?

Berdasarkan peristiwa di atas tindak pidana kekerasan terhadap anak
korban maupun saksi pernah terjadi, maka dari itu diperlukan suatu
bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dapat menjamin

keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
menulis  skripsi  yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN SEKALIGUS SAKSI DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi

dalam tindak pidana kekerasan di Kota Palembang?

BLihat Putusan Pengadilan Nomor : 319/Pid.B201/PN.PIg.



2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat Kepolisian Resor Kota
Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban

sekaligus saksi dalam tindak pidana kekrasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap
anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak

pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis

maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan mengenai
tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap

anak korban sekaligus saksi.



10

2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baik
bagi masyarakat maupun pihak yang berkaitan dengan kekerasan terhadap

anak.
E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka
ruang lingkup penulisannya lebih dititikberatkan pada bentuk
perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak

pidana kekerasan.
F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk
penelitian."*Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan
menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk

menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.*

Untuk membahas dan menjelaskan penelitian ini teori yang dipakai

dalam penelitian ini adalah:

14 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him 103.
'>Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori dalam limu Hukum, Rajawali, Jakarta, him. 54.
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1.Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara
sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha
melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk
hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan
perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.'® Bentuk
perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan

terhadap anak sebagai korban dilakukan seacara preventif dan represif.'’

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikaan
pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif dan fleksibel, melaikan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

'°Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, him. 12.
' 1bid.



12

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara moral,

ekonomi, sosial, politik untuk memperoleh keadilan sosial.*®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yag
melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:"

a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan
olen pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran dan sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau suatu
tindak pidana, serta memberikaan rambu-rambu atau batasan-batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana.

'8 Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 53.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, him. 20.
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Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(funfamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan denagn kesejahteraan seorang anak.? Perlindungan

anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:*

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam

bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh
perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi”. Selanjutnya menurut Pasal 16 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum”. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut merupakan

suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang

2Romli Atmasasmita, 1996, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, him. 67.
*’Maidin Gultom, 2014, perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, HIm. 41.
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Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar

anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.*

Upaya yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3) memuat tentang segala
upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang

menjadi korban tindak pidana meliputi:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga,

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labeliasi,

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik
fisisk, mental, maupun sosial; dan

d. Pemberian  aksebilitasi untuk  mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

2.Teori Penegakan Hukum

Menurut Muhammad Hamdan, upaya penanggulangan suatu tindak pidana
merupakan bagian dari kebijakan sosial yang hakikatnya juga merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence), yang terdiri dari
dua jalur, yaitu jalur penal dan non penal. Sedangkan menurut G. Peter

Hoefnagels, penangggulangan suatu tindak pidana dapat ditempuh lewat

?’Rika Saraswati. Op. Cit., him. 13.
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beberapa metode, yaitu penerapan hukum pidana (criminal law application),
pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa
(influencing views of society on crime and media punishment). Dari ketigal hal
tersebut, hal yang pertama masuk kategori penal dan yang kedua lainya masuk

kategori non penal

Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum adalah proses dilakukanya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.?*

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk
mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat
undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi
kenyataan. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga

tahap, yaitu %:

*Barda Nawawi Arief ,2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, him. 76.

2 Jimly Assiddigie, Penegakan Hukum.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.Diakses pada tanggal 13
September 2018

*Ray Pratama Siadari, Teori Penegakan

Hukum.http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1. Diakses
pada tanggal 13 September 2018.



http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1
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a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in
abstracto oleh badan pembentuk undang-undang .tahap ini disebut
dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga
pengdilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat
pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas
menegakkanperaturan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-
undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh
pengadilan.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisriadalah usaha semua kekuatan
bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan
ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu
saja.?

G.Metode Penelitian
1.Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian

empiris ini dikenal juga sebagai penelitian lapangan (Field Research). Penelitian

%6 1lhami Bisri, 2012, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, him. 128.
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empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak pada primer yang didukung
oleh data sekunder yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai,
perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam
tindak kekerasan di Kecamatan Gandus, Palembang. Menurut Soetandyo
Wignjosoebroto penelitian non doktrinal diartikan sebagai studi-studi empiris
untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya
hukum, dalam hal ini bekerjanya hukum tentang perlindungan hukum terhadap
anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan di

Kecamatan Gandus, Palembang.?’
2.Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)
Pendekatan Perundang-undangan atau Statute Approach adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.”®
Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-

undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpilkan mengenai ada atau

27 i
Ibid.
28 peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
him. 93.
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tidaknya bentutan filosofis anatara Undang-undang dengan masalah yang
dihadapi.”®

b. Pendekatan Konseptual
Pendekatan Konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukumyang relevan dengan
masalah hukum yang dihadapi.®

c. Pendekatan Sosio legal
Merupakan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan
melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu
non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian ini mengkaji ilmu hukum
dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan
hukum seperti mendahulukan pembahasan norma-norma hukum,
kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-
hukum atau faktor-faktor diluar hukum seperti sejarah, ekonomi, sosial,

politik dan sebagainya.*

bid, him. 94.

*bid, him. 95.

*'Ferry Koto, Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal. http:/ferrykoto-
pascal5.web.unair.ac.id/artikel _detail-154176-Pendidikan-
Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20S0sio%20L egal.html. Diakses pada tanggal
23 September 2018.Pukul 20.18 WIB.



http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html
http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html
http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html
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3.Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui wawancara dengan nara sumber atau informan yang dianggap
mengetahui permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak
korban sekaligus saksi dari tindak pidana kekerasan di Kecamatan Gandus,

Palembang.
b. Data Sekunder

Data sekunder dalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dan bentuk
laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.* Data

sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek

%27ainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 106.
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penelitian.*® Didalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan

adalah:

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¢) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang
bahan hukum primer3* Di dalam penelitian ini meliputi Doktrin,
Yurisprudensi, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak

pidana kekerasan.
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

33 i
Ibid.
%*Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan
Singkat, PT Raja Grafindo, Jakarta, him. 29.
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bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia,

kamus hukum, media massa, dan internet untuk menunjang penelitian.

4.Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di:

a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang di Jalan
Aerobik No. 10, Lorok Pakjo, Ilir Barat I.

b. Kepolisian Resor Kota Palembang (POLRESTA) di Jakabaring, Jalan
Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu 1.

c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Sumatera Selatan, Sungai Pangeran, Ilir Timur |, Kota
Palembang, Sumatera Selatan.

5.Populasi dan Sampel

a. Populasi

Arikunto, berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan subyek
penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, populasidapat didefinisikan
sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi adalah

keseluruhan atau humpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat
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berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus,

waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.®
b. Sampel

Metode penentuan sampel dialkukan dengan cara purposive sampling

(sampel penelitian ini di ambil secara bertujuan) yaitu:

1. Penyidik Unit PPA POLRESTA Palembang.

2. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
Palembang yang berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai
perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam
tindak pidana kekeraasan di Kecamatan Gandus, Palembang.

3. Kasi penerimaan pengaduan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Sumatera Selatan.

6.Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang digunakan sebagai penunjang di dalam penelitian
ini didapatkan melalui informasi dan data-data yang diperoleh

dilapangan.

b. Studi Kepustakaan

% Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 118.
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Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu cara mengumpulkan
data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mmengkaji
bahan-bahan pustaka sebagai penunjang studi lapangan.

7.Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum akan diolah secara deskriptif
kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis,
selanjutnya disusun secara sistematis, yang kemudian diambil kesimpulan

yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

8.Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik
kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil
penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamtan di lapangan
atau pengalaman empiris data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun,
dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau

kesimpulan yang bersifat umum atau secara induktif.
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